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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

 Indonesia memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan seperti yang 

tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan 

ketertiban dunia. Dalam upaya mewujudkan cita-citanya, Indonesia tentunya 

perlu melakukan berbagai hal seperti memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat, menyediakan sarana pendidikan yang memadai, 

memberikan fasilitas umum kepada masyarakat, menyediakan infrastruktur dan 

sarana transportasi yang memadai, menyediakan lapangan pekerjaan, dan 

sebagainya. 1 

 Negara dalam hal mewujudkannya, tentu dijalankan oleh pemerintahan 

yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintahan adalah sistem 

yang menjalankan sebuah wewenang dan kekuasaan dalam hal mengatur 

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-

bagiannya.2Satuan terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia adalah desa, 

desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki peranan yangpenting dan 

tanggung jawab yangbesar dalam mengelola pemerintahannya. 

 Tercantum di dalam konstitusi negara kita tepatnya dalam Pasal 1 ayat 

                                                   
 1Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

 2Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pemerintah”, https://kbbi.web.id/pemerintah.html 

diakses di Palembang pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.31 WIB. 
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3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 

adalah suatu negara hukum.3 Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya 

harus sesuaidengan Pancasila, sebab Pancasila merupakan suatuideologi atau 

prinsip dasar negara Indonesia. Asas dan nilai merupakan sumber hukum 

tertinggi dalam hierarkinya.  

 Dapat dikatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. 

Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan 

memaksa. Maka apabila ada suatu aturan yang dilanggar, akan ada sanksi tegas 

dan nyata bagi pelanggarnya. 

 Sebagai suatu negara hukum yang hukumnya dibuat demi mewujudkan 

ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Indonesia memiliki 

peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum dalam bentuk tertulis 

sehingga isi didalam undang-undang tersebut mencakup berbagai aturan yang 

memiliki sifat memaksa dan mengikat yang tentunya harus ditegakkan 

walaupun terkadang bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat.  

 Berdasarkan hierarkhi peraturan perundang - undangan dalam Pasal 7 

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan – Undangansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

terdapat regulasi mengenai kedudukan peraturan desa yang tidak tercantum 

secara eksplisit, tetapi kedudukan peraturan desa sebenarnya masih termasuk 

                                                   
 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 

8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan – Undangansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.4   

 Meskipun didalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut 

tidak tercantum mengenai pemerintahandesa secara eksplisit, namun 

pemerintahan desa diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Desa yangmana didalamnya juga membahas tentang 

peraturan desa.Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa, desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasya 

masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai 

satuan masyarakat hukum paling kongkrit, menjadi suatu keniscayaan bahwa 

desa akan selalu menjadi ujung tombak agenda-agenda pemerintahan dalam 

mencapai tujuan bangsa. Dengan jumlah 83.843 unit5, desa mampu menjelma 

sebagai elemen tata Negara yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. 

 Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan terkait urusan 

                                                   
 4Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

 5 Lihat Peraturan Badan Pusat BPS No. 5 tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah 

Kerja Statistik. 
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pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dalam hal ini 

penyelenggara pemerintahan desa tersebut adalah kepala desa.6 

 Telah disinggung di dalam paragraf sebelumnya, bahwa salah satu cita-

cita Negara Republik Indonesia ialah mensejahterakan kehidupan bangsa. 

definisi bangsa itu sendiri adalah suatu kelompok manusia yang memiliki 

identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, 

dan tujuan.  

 Bangsa Indonesia yang perlu diberikan kesejahteraan hidup salah 

satunya ialah masyarakat desa. Maka dari itulah pemerintah memiliki tanggung 

jawab dalam hal melakukan pembangunan desa. Definisi dari pembangunan 

desa yang bersumber pada Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Desa adalah sebuah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 7 

 Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam Pasal 78 

Ayat (1), yaitu meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan.8Demi terlaksanakannya pembangunandesa yang baik, 

tentunya membutuhkan biaya dan pendapatan berupa uang dan barang. Sumber 

pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang 

                                                   
 6Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Pemerintahan Desa.     

 7Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Pemerintahan Desa. 

 8  Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 



5 

 

 
 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mana salah satunya 

adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.9 

 Pemerintah desa harus mampumenerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

tatanan pemerintahannya, yang mana akhir dari semua kegiatan kegiatannya 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepadamaysarakat desa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintahdesa harus menyusun laporan 

realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

 Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang 

sesuaidengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu dalam 

Permendagri Nomor20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah harus memiliki internal 

control serta sistem akuntansi yang baik dan memadai agar kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkandengan jelas. 

 Alokasi anggaran berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang 

Pemerintahan Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifitaskan 

program yang berbasis desa secara adil dan merata.10Berdasarkan Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, 

didalamanggaran pendapatan belanja desa  terdiri atas : 

a) Bagian Pendapatan 

b) Belanja 

c) dan Pembiayaan Desa11 

                                                   
 9 Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa. 

 10  Pasal 72 Ayat (2) Undang-UndangNomor 6 Tahun2014 tentang Pemerintahan Desa. 

 11 Republik Indonesia, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
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 Prosedur penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tidak di 

jelaskan secara eksplisit didalam undang-undang pemerintahan desa, namun 

yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa hanya sekedar komponen dasarnya saja. Begitu pula 

dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (R-APBDes)  yang 

hanya menyebutkan didalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan 

Desa bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (R-APBDes) 

diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan 

permusyawaratan desa, tidak ada didalam undang-undang pemerintahan desa 

membahas terkait prosedur pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja desa tersebut.  

 Terdapat pula didalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa rancangan 

peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa haruslah 

mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi 

peraturan desa. Lantas hal ini pun menuai pertanyaan bagi penulis terkait 

bagaimana ketentuan hukum  dalam mekanisme pengesahan  rancangan  

anggaran dan belanja desa serta prosedur evaluasi peraturan desa terkait 

rancangan anggarandan belanja desa yang akan dilakukan oleh pemerintahan 

kabupaten dalam hal ini adalah bupati/walikota. 12 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan skripsi yang berjudul “PROSEDUR PENGESAHAN 

                                                                                                                                           
Pemerintahan Desa.     

 12Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 
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RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

MENURUT KETENTUAN PASAL 73 AYAT (2) UNDANG-UNDANG 

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA. 

B. RumusanMasalah 

 Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimamana prosedur pengesahan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja desa menurut undang-undang pemerintahan 

desa? 

2. Bagaimana prosedur evaluasi peraturan desa mengenai rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten? 

C. TujuanPenelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuanpenelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahamimekanisme yang harus 

dilakukan agar rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa 

tersebut dapat di sahkan. 

2. Untuk mengetahui tata cara yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten dalam memeriksa dan mengevaluasi rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja desa agar menjadi peraturan desa. 

D. ManfaatPenelitian 

 Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat 
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kepadapenulis dan pembaca, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum administrasi 

negara dan khususnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDesa). 

2. ManfaatPraktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai 

suatu ilmu hukum yang dipelajari dan didapat selama perkuliahan. juga 

diterapkan untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum 

administasi negara, serta dapat memberikan informasi kepada para 

pembaca. 

E. RuangLingkup 

 Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat 

menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang dari penulisan skripsi 

ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas mengenai 

prosedur pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

F. KerangkaTeori 

 Dalam skripsi ini penulis menjabarkan beberapa teori pendukung, di 

antaranya adalah teori pemerintahan desa, teori desentralisasi, teori otonomi 

desa, dan teori keuangan negara. 

1. Teori  Pemerintahan Desa 

 Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan 
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terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan lebih berpacu kepada 

aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik, sebab pemerintahan tidak 

hanya merujuk pada pemerintah itu sendiri namun juga berkaitan pada aktivitas 

dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, 

mengendalikan, dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ranah publik 

seperti kepentingan warga, pemilik suara (voters), dan pekerja (workers)13 

 Kualitas dari suatu pemerintahan dapat dimaknai dan dirasakan 

berdasarkan bagaimana pemerintahan itu berjalan pada saat tertentu. Jika 

pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan 

sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan 

yang melahirkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan 

kemakmuran.14 

 Karena begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan yang 

bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka dari itu sesuai dengan 

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pada bab II tentang 

pembagian wilayah negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas 

daerah kabupaten dan kota. Pembentukan wilayah yang dibagi kedalam daerah 

besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat (pemerintah) 

sampai ke daerah (pemerintah daerah), yang keduanya tidak dapat dipisahkan 

                                                   
 13 Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan 

Pengembangannya Edisi Revisi(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 23. 

 14Ibid., hlm. 34. 
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atau lepas hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga dapat 

menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung 

jawab pula kepada masyarakatnya. 

 Meskipun bersifat utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah-

daerah yang sebagaimana dimaksud itu masing-masing berdiri sendiri dan 

tidak mempunyai hubungan hierarki antara satu sama lainnya serta bersifat 

otonom.15Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu 

sendiri.16 

 Kamus besar bahasa indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai 

pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang 

menyelangarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa 

dan lembaga musyawarah desa.17Desa merupakan bagian dari institusi yang 

otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum 

dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. 

 Institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur 

                                                   
 15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 16 Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia, 

(Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 32. 

 17 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  

 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1057.  



11 

 

 
 

atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang 

ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya 

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari 

bangsa yang paling kongkrit dan nyata.18 

 Sejak adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan 

mengenai desa, terdapat perbedaan definisi desa menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 yaitu undang-undang baru dan undang-undang yang 

lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, desa adalah suatu 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19 

 Sedangkan pengertian desa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43) tentang Pemerintahan Daerahadalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini terdapat pula di dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan 

                                                   
 18 Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, 

(Yogyakarta : Mandala, 2000), hlm. 52. 

 19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa. 
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peraturan perundang-undangan pengganti dari keberlakuan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa20 

 Desa mempunyai wewenang seperti yang terdapat di dalam Pasal 33 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Desa yaitu : 21 

a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b) kewenangan lokal berskala desa;  

c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;  

d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Berdasarkan  ketentuan Pasal 34 Ayat (3) sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Desa 

                                                   
 20Pasal 1 Ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

 21 Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Desa. 
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menyatakan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, 

kondisi, dan kebutuhan lokal.22Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang 

dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun 

pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan 

urusan pemerintah tertentu. Akan tetapi, peraturan pemerintah ini telah dicabut 

dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.23 

 Teori pemerintahan desa ini memiliki kesesuaian terhadap pokok isi 

rumusan masalah yang akan dikaji di dalam skripsi ini, yaitu terkait 

Pemerintahan Desa itu sendiri. 

2. Teori Desentralisasi 

 

 Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri.24Dengan hadirnya desentralisasi ini 

maka lahirlah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 

 Desentralisasi dapat didefinisikan dari sudut pandang politik sebagai 

                                                   
 22 Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 

 23Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 

 24 Niken Nurmiyati,Erni Zuhriyati, dan Muhammad Noor, DesentralisasiPolitik Dalam 

Ranah Otonomi Daerah, Jurnal Moderat,Volume 6, Nomor 2(Mei 2020), hlm. 376. 
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pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke 

lebih rendah dalam hirarkiterritorial.25 Secara sederhananya, desentralisasi 

adalah penyerahan kewenangan dari pemegang kekuasaan yang lebih tinggi 

kepada tingkatan yang lebih rendah. sebab pada dasarnya seluruh fungsi 

kenegaraan dan pemerintahan ada di dalam lingkungan pemerintah pusat, dan 

kemudian  di bagi-bagi kepada satuan-satuan otonomi.  

 Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus 

penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh 

pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih 

rendah yang mandiri bersifat otonom.26 Desentralisasi mengandung dua 

definisi yaitu desentralisasi sebagai pembentukan daerah otonomi dan 

penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintahan pusat, dan 

yang kedua adalah sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah 

otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.27 

 Prinsip pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah daerah 

diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan 

rumah tangga daerahnya.Namun, dalam penyelenggaraan kewenangan yang 

luas itu, tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan tetap ada 

urusan tertentu yang tetap menjadi kewenangan pusat yang 

penyelenggaraannya tidak dapat diserahkan kepada daerah.28 

                                                   
 25Ibid., hlm. 379. 

 26 Ni’matul Huda, ProblematikaPembatalan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2010), hlm. 25. 

 27 PKP2A I LAN Bandung, Kajian Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 

Kabupaten/kota Kepada Desa, (Bandung : PKP2A I LAN, 2006) hlm. 37. 

 28 Iza Rumesten, R.S., Helmanida, dan Agus Ngadino, Pengaturan Pembagian Urusan 
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 Mengingat bahwa pokok pembahasan di dalam skripsi ini hanya akan 

membahas terkait kewenangan Pemerintahan Desa dalam menyusun dan 

mengesahkan RAPBDes, maka Teori Desentralisasi ini dapat dipakai karena 

terdapat pula desentralisasi dari pemerintah daerahkepada pemerintahan desa. 

yang mana hal ini akan sangat berhubungan erat dengan rumusan masalah di 

dalam skripsi ini. 

3. Teori Otonomi Desa 

 Menurut KBBI, istilahotonomi adalah pola pemerintahan sendiri, 

sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan29 Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Berdasarkan 

asas tersebut kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah disatu pihak dan 

pemerintah daerah dilain pihak.  

 Adanya pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah pada 

masing-masing negara tidak sama, tergantung kepada sistem dan kehendak 

politik pemerintah dalam memberikan kekuasaan tersebut. Dalam tatanan 

negara kesatuan, maka akan terjadi dominasi atas daerah atau dominasi 

pemerintah atas masyarakat.  

 Dengan bertambahnya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh 

Pemerintah, maka pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidaklah 

                                                                                                                                           
Pemerintahan; Kritik Terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27, Nomor 1, (Juni 2020) hlm. 134. 

 29 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Otonomi” https://kbbi.web.id/otonomi.html  

diakses di Palembang pada tanggal 3 September 2021 pukul 14.24 WIB. 
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mungkin bisa mengurus semua hal terkait dengan kepentingan-kepentingannya 

dengan baik tanpa berpatokan kepada prinsip-prinsip kedaeraan. Tidak hanya 

pemerintahan daerah saja yang memiliki Prinsip Pola Pemerintahan otonomi, 

namun pemerintahan desa juga memiliki keotonomian tersebut. yang artinya 

Desa memiliki pemerintahan sendiri.  

 Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.30Menurut H.A.W Widjaya, Definisi desa dalam bukunya yang 

berjudul “Otonomi Desa” diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyaisusunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat.31 

 Berdasarkan definisi desa dari H.A.W Widjaya dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan 

bahwa desa sangat jelas sekali merupakan Self Community yakni komunitas 

yang mengatur dirinya sendiri. Mengingat bahwa desa memiliki kewenangan 

untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan 

kondisi dan sosial budaya setempat, maka desa memiliki posisi sebagai otonomi 

asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaraan  otonomi daerah. 

                                                   
 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 

 31H.A.W Widjaya, Otonomi Desa, (Jakarta :PT Raja Grafindo,2005), hlm. 3. 
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 Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 32Teori otonomi 

desa sangat berhubungan dengan kedua teori di atas lainnya. Sebab teori ini 

membahas terkait pola pemerintahan desa. Dan juga teori ini masih berkaitan 

dengan rumusan masalah yang akan dibahas. 

4. Teori Keuangan Negara 

 Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang. Definisi tersebut tercantum berdasarkan Pasal 

1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara.33 

 Menurut Jhon F. Due, Pengertian keuangan negara disamakan dengan 

pengertian anggaran (budget). Sehubungan dengan pengertian yang diutarakan 

oleh Jhon F. Dhue, Menurut M. Ichwan, definisi keuangan negara adalah 

sebuah rencana kegiatan secara kuantitatif yang dijalankan untuk masa 

mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Sejalan dengan teori para ahli 

sebelumnya, Muchsan juga menjelaskan bahwa anggaran negara merupakan 

inti dari keuangan negara, sebab anggaran negara merupakan alat penggerak 

untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.34 

       Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang 

berisi tentang rencana organisasi dalam melayani masyarakat maupun pada 

aktivitas lainnya. Perkiraan sumber apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

                                                   
 32Ibid., hlm. 165. 

 33Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

 34 W. RiawanTjandra, Hukum Keuangan  Negara, Jakarta : PT. Grafindo, 2006, hlm. 1-2. 
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pemasukan serta seberapa besarnya pemasukan dari sumber yang ada, dan 

perkiraan terkait seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk 

mewujudkan suatu rencana.35 

 Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah harus melaporkan 

pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran yang sering 

pula disebut perhitungan anggaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh pemerintah pada akhir tahun anggaran.36 

 Laporan keuangan yang akan disampaikan tersebut terdiri atas laporan 

realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan anggaran selama satu tahun 

anggaran.37 

 Setiap pejabat pengelola anggaran daerah harus menyusun laporan 

pertanggungjawaban anggaran daerah secara periodik. Sistem dan prosedur 

pertanggungjawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.38 

 Hal ini pun juga berlaku terhadap pemerintahan desa, yang dalam 

penggunaan keuangannya perlu adanya perencanaan anggaran. Maka dari itu, 

teori keuangan ini sangat relevan dengan judul dan pokok rumusan masalah di 

dalam skripsi ini, oleh sebab itulah penulis mencantumkan teori keuangan 

                                                   
 35 Wiwik Pratiwi, Audit Sektor Publik Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan 

Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik, (Bogor : Penerbit In 

Media,2016), hlm. 9. 

 36 Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2017), hlm 16. 

 37 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2015), hlm. 74. 

 38 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), hlm. 162–163. 
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negara. 

G. Metode Penelitian 

 

 Metode penelitian adalah suatu bentuk saran pokok dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang memiliki tujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan 

konsistenf39,Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah : 

 
1. Jenis Penelitian 

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berpacu pada norma- 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan peraturan perundang-

perundangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, dengan 

cara meneliti bahan pustaka, Penelitian ini memakai sifat analitis, yang di 

mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian hukum yuridis 

normatif merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian 

hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. 

2. Metode Pendekatan 

 Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya 

berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya 

menyangkut hukum mengenai pemerintahan desa. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

                                                   
 39Zainudin Ali, Metode Penelitian  Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17. 
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 Dalam pengumpulan bahan, penulis mengambil sumber-sumber yang 

berwujudkan undang-undang, buku-buku yang terkait, artikel, dokumen serta 

karya ilmiah lainnya. Sumber data dalam penelitian ini yakni bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Sumber-sumber bahan tersebut meliputi: 

a) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer, diambil dari sumber berupa undang-undang yang 

bersifat mengikat untuk penyelenggara kehidupan bermasyarakat. bahan 

hukum ini bersifat autoriatif, mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan. 

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-Undangan. 

3. Permendagri  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan meliputi rancangan undang-undang, segala dokumen yang 

merupakan informasi atau hasil kajian tentang anggaran pendapatan dan 

belanja desa, seperti buku, majalah, hasil wawancara terstruktur, dan berbagai 
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situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

 Segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mencakup 

bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan pendukung dalam 

penyusunan skripsi ini ialah berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti 

kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literaturhukum. Serta 

untuk menambah bahan hukum sebagai penunjang bahan hukum primer dan 

sekunder, maka penulis akan melakukan sebuah wawancara terstruktur dengan 

perangkat pemerintah desa, yaitu sekertaris desa (SEKDES). Desa yang akan 

penulis teliti sebagai contoh adalah desa ulak kerbau, kecamatan tanjung raja, 

kabupaten ogan komering ilir. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis juga melakukan wawancara 

terstruktur dengan pemerintahan kabupaten bagian kepala pemerintahan desa 

yaitu di desa ulak kerbau, kecamatan tanjung raja, kabupaten ogan komering 

ilir, dari wawancara terstruktur itulah dapat di lihat ketentuan prosedurnya 

bagaimana apakah terdapat peraturan-peraturan tertentu yang menjadi acuan 

dalam mekanisme  pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

desa tersebut. setelah itu penulis mengumpulkan data-data sekunder yang 

telah di dapat dengan memahami dan mengkaji isinya secara mendalam untuk 

selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam 

serta kesimpulan yang ingin dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah 
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dengan cara menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku ataupun 

karya ilmiah untuk memudahkan dalam menganalisis dari konsep yang ada, 

dengan tujuan untuk mencapai konsepsi, pendapat maupun teori yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini. 

5. Analisis Bahan Hukum 

 Data-data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis 

berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan 

dikumpulkam serta diuraikan dalam bentuk kata-kata yang akan dihubungkan 

secara sistematis dalam kesimpulan yang akan dibuat dalam skripsi ini. 

6. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan 

umum atau pun fakta-fakta menuju pernyataan ataupun fakta-fakta khusus 

dengan menggunakan rasio/penalaran sistematikapenulisan. 

H.  Sistematika Penulisan 

 Pembahasaan dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah dan 

sistematis, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 

(empat) bab sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, 

metode penelitian dan di akhir bab juga disertakan sistematika penulisan 

skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang 

berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu meliputi : tinjauan 

umum mengenai pemerintahan desa, tinjauan umum mengenai anggaran 

pendapatan dan belanja desa, serta tinjauan umum mengenai kewenangan 

pemerintah kabupaten terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.  

BAB III PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasaan terkait prosedur 

pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta 

pembahasaan mengenai prosedur evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten yakni dalam hal ini adalah bupati terkait pengesahan rancangan 

anggaran dan belanja desa. 

BAB IV PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan serta analisis yang 

dilakukan dimana berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini 

mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah 

upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul berserta langkah 

pemecahannya. 
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	Prosedur penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tidak di jelaskan secara eksplisit didalam undang-undang pemerintahan desa, namun yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa hanya sekedar komponen dasarnya ...
	Terdapat pula didalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa haruslah mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum dit...
	Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul “PROSEDUR PENGESAHAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENURUT KETENTUAN PASAL 73 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG...
	B. RumusanMasalah
	Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
	C. TujuanPenelitian
	D. ManfaatPenelitian
	Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepadapenulis dan pembaca, antara lain :
	E. RuangLingkup
	Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang dari penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas mengenai prosedur pengesahan anggaran pendapatan...
	F. KerangkaTeori
	Dalam skripsi ini penulis menjabarkan beberapa teori pendukung, di antaranya adalah teori pemerintahan desa, teori desentralisasi, teori otonomi desa, dan teori keuangan negara.
	1. Teori  Pemerintahan Desa
	Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan lebih berpacu kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik, sebab pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah itu sendiri namun...
	Kualitas dari suatu pemerintahan dapat dimaknai dan dirasakan berdasarkan bagaimana pemerintahan itu berjalan pada saat tertentu. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membu...
	Karena begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan yang bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka dari itu sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pada bab II tentang pembagian wilayah negara Pasal ...
	Meskipun bersifat utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintaha...
	Kamus besar bahasa indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelangarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Desa merupa...
	Institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi ...
	Sejak adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai desa, terdapat perbedaan definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu undang-undang baru dan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang ...
	Sedangkan pengertian desa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43) tentang Pemerintahan Daerahadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, ...
	Desa mempunyai wewenang seperti yang terdapat di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 ...
	a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
	b) kewenangan lokal berskala desa;
	c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
	d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Berdasarkan  ketentuan Pasal 34 Ayat (3) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tent...
	Teori pemerintahan desa ini memiliki kesesuaian terhadap pokok isi rumusan masalah yang akan dikaji di dalam skripsi ini, yaitu terkait Pemerintahan Desa itu sendiri.
	2. Teori Desentralisasi
	Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan hadirnya desentralisasi ini maka lahirlah otonomi bagi suatu pe...
	Desentralisasi dapat didefinisikan dari sudut pandang politik sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam hirarkiterritorial.  Secara sederhananya, desentralisasi adalah penyerahan kewena...
	Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri bersifat otonom.  Des...
	Prinsip pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangga daerahnya.Namun, dalam penyelenggaraan kewenangan yang luas itu, tetap harus berkoordinasi de...
	Mengingat bahwa pokok pembahasan di dalam skripsi ini hanya akan membahas terkait kewenangan Pemerintahan Desa dalam menyusun dan mengesahkan RAPBDes, maka Teori Desentralisasi ini dapat dipakai karena terdapat pula desentralisasi dari pemerintah dae...
	3. Teori Otonomi Desa
	Menurut KBBI, istilahotonomi adalah pola pemerintahan sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Otonomi daerah merupakan perwujudan ...
	Adanya pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah pada masing-masing negara tidak sama, tergantung kepada sistem dan kehendak politik pemerintah dalam memberikan kekuasaan tersebut. Dalam tatanan negara kesatuan, maka akan terjadi dominasi atas ...
	Dengan bertambahnya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah, maka pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidaklah mungkin bisa mengurus semua hal terkait dengan kepentingan-kepentingannya dengan baik tanpa berpatokan kepada prins...
	Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut H.A.W Widjaya, Definisi desa ...
	Berdasarkan definisi desa dari H.A.W Widjaya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa desa sangat jelas sekali merupakan Self Community yakni komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Mengingat ba...
	Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.  Teori otonomi desa sangat berhubungan dengan kedua te...
	4. Teori Keuangan Negara
	Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Definisi tersebut tercantum berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
	Menurut Jhon F. Due, Pengertian keuangan negara disamakan dengan pengertian anggaran (budget). Sehubungan dengan pengertian yang diutarakan oleh Jhon F. Dhue, Menurut M. Ichwan, definisi keuangan negara adalah sebuah rencana kegiatan secara kuantitat...
	Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang berisi tentang rencana organisasi dalam melayani masyarakat maupun pada aktivitas lainnya. Perkiraan sumber apa saja yang dapat dijadikan sebagai pemasukan serta seberapa besa...
	Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah harus melaporkan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran yang sering pula disebut perhitungan anggaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun anggaran.
	Laporan keuangan yang akan disampaikan tersebut terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan anggar...
	Setiap pejabat pengelola anggaran daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran daerah secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
	Hal ini pun juga berlaku terhadap pemerintahan desa, yang dalam penggunaan keuangannya perlu adanya perencanaan anggaran. Maka dari itu, teori keuangan ini sangat relevan dengan judul dan pokok rumusan masalah di dalam skripsi ini, oleh sebab itulah ...
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